Menimbang

Mengingat

o v

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NCMOR 5.} | TAHUN 2017
TENTANG

EZIH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AMAK USIA DM (PALD)
TAMAN KANAK-HANAK [TK ) PUSPA BUDI MEKAR
DESA MEKARSARI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGHKA

-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH KEABUPATEN MAJALENGEKA

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097

a  batwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak {TH) PUSPA BUDI

MEKAR Desa Mekarsan Kecamaton Jafwangi Kabupaten Majalengka Nomor
AM AAM5-TE.PBMITANTY fangoal 23 Januan 20H7 pedhal Permohonan
Perpanjangan ljin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidian
Kecamatan Jatiwangi Nomor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januari 2017
serta berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjacan lapangan oleh
Tim Verifkasi Penyelenggaraan Pemdidikan Anak Usia Dini (FAUD) Dinas
Pendidikan Kabupaien Majalengka.

bahwa bendasarkan pada perimbangan hurep 2 dan b serta sesual dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenfang Sistem
Pendicikan Masional, dipandang peru diterbitkan n  penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanzk (TK) PUSPA BUDH
MEKAR Desa Mekarsari Kecamatan Jafiwangi Kabupaten Majalengka yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majzlengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan Uaerah-Uaerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Berla Nepara Republk
Indonesta Tahun 1950), sebagamana telah divbah dengan Undang-Lindang
Nomor 4 Tahun 1968 lentang Pembenfukan Kabepaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Baral (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undangundang Nomor 20 Tatnm 2003 Tenkang Sistemn Pendidikan Nasionat
{Lembaran WNegara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Megara Republk Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 fentang Pemerintzhan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Megara Repubfik Indonesia Momor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali ferakhir dengan Lindang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua alas Undang-Undang Momor 23 Tahun A4 tfentang
Pemermiah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679)
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Peraturan Pemetintah Momor 19 Tahun 2005 tenlang Standar Nasional
Pendidkan (Lembaran Negara Repubik Indonesiz Tahun 2005 Nomor
41,Tambahan  lembanm  Megara Republk  Indonesia  Momor  4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Peraluran Pemerntah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinlah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambehan Lembaran Megara
Repuhiik Indonesia Nomaor 5570);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupatenota (lembaran MNegarm Repubfik Indonesia Tabun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemeriniah Momor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran MNegaa Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor B9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
fLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tenlang Pengelolaan dan
Fenyelengoaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 5105)
sebagaimana tefah diubsh dengan Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun
A0 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemesintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelofaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Repubig Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Menter Pendidikan Nasional Repubfik Indonesia Nomor 58 Tahum
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Mentel Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidkan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Momar 877); sebagaimana tefzh diubah dengan
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Repubfik Indonesia Nomor 54
Tahun 2014 tenlang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini {Besila
Negara Repubfik indonesia Tatum 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemeriniah Dasrah Kabupalen Mafslengka {Lembaran Daersh

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambshan Lembaran Daersh
Momor 1);

Peraturan Daersh Kabupaten Majalengka Nomor 10 Talun 2008 Tenlang
Omanizasi Perangkat Daerah Kabupaten Mafafengka {Lembarsn Daerah
Katwpaten Majalengka Tahun 2009 Momor 10) sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalergka Momor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Omanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majslengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).
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embusan -

Bupati Majalengka;
Direkiur Pembinaan PALD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidilan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi.

Yih.
Tlh.
Yth.
Yth.

MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK)iPUSPA BUD] MEKAR Desa Mekarsani Kecamatan Jatiwangi
Kabupalen Majalengka dengan ketenhuan sebagat berid :

1. Mentasti Peraturan Penmdang-Undamgan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belzjar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikudi petunjuk dan aturan yang beslaku.

3. Penyclenggara berkewajban menyampaikan faporan  ferfufis  mengenai
perkembangan lemboga sefiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syaratfkelancaran berdifinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksed Tenaga Pendidk
menjadi HmuM?ngm_

lzin sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATU beraku selema memenuhi
ketertusn dan dievaluasi seliap tahun, apabila teradi pelanggaran terhadap
ketentuan-kelentuan pelaksanaan penyelengaraan Taman  Kanak-Kanak (TK])
lersebut, maka xin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak {TK) inl akan dicabut.

. Dengan bedakunya Keputusan ini, maka kepulusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka Nomor 94 TAHUN 2014 tanggal 7 Apel 2014 dicabut dan
dinyalakan lidak berlaku.

Keputusan ini berloku sejak langgal ditetapkan dengan kelentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan slau kesatahan didalemnya akan diadakan
perbaikan atau perubahan sebagaimana meskinya.

Ditelapkan di Majalengka .
Pata Tanggal 2.2 f2pripe F00]
KEPALADINAS PPNDIDIKAN




